LEMBARAN DALERAS]
KABUPATEN DAERAH TINGKAT i e .. ..

Nomor : 6 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT !'! MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -I’ARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Menimbang . a. bahwa berdasarkan perkembangan tuntutan dan beban kerja yang
ada, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Dasrah
Tingkat IT Magelang peilu ditata / dibenahi kembah ;

b. bahwa penataan / pembenahan hal tersebut di atas telah diatur oleh
Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah

b. bahwa untuk penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Panwisata

sebagaiaman tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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. 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemeriny,
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daer,
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ,

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokg
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Mengingat

3. Undang Undang Nomor 9 Tehun 1990 tentang Kepariwisataan ; ©

4. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyeraha
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Keparniwisataz
Kepada Daerah Tingkat [ Jawa Tengah ;

5. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Dasra!

;- TingkatI] ;

7. Keputusan Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negas
Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentuka
atau Penyempumaan Kelembagaan di Lingkungan Instans
Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Nega
dan Pemerintah di Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tmtax!
Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentan;
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri |

10. Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor 49 Tahun 1993 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Panwisata Daerad
Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat 11 ;

11. Keputusan Menteri Dalam Meponi M- 0 07 Talun 1092 tentap”
5 : wital 1 : 1
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e

12. Permaturan Daerah Propmsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemenintah
Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah Dalam Bidang
Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I1.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Damh Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan © PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
MAGELANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
.a. Pemenntah Daerah adalah Pemenintah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Magelang ;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
¢. Daerah Tingkat ] adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah ,
d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Mnge!mllg i
e. Dinas Pariwisata adalath-inas Paniwisata I{nlliupaten Da&ml} Tingkat I Mngclnnsl;

f Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Parivwiou,  alvsoo = Dicrah Tingkat 11 Magelang;

i (
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Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Patimisata Fabnigeten Dbt Tagd a1 180 Vo

., Juviveisatn adalah perjalanan bepeigian yang dilakukan sescorang yang berangkat dari

q

yamahya sampm ke tajuan dan kembah lagi ke mmahnya dengan tupuan dan alasan lan
intuk mengenal sejarah kebndayaan, menyaksikan dan merdkmat keindaban alam |

_fh: adalah setivy nsaha komersial yang ruang lingkup kegiatannye mengludanghan
mununan untuk vinum di tempat usahanya |

Ancka Wisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatian berbaga aspek kegatan *,-*a.n*
Juin sepertt olah raga, wisata Ziarah, reuni, jambore, widya wisala, wisata budaya. wisata
konvensi, resepsi pengantin, dsb ;

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum: adalah sehap usaha komersial yang raang inghup
kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan roban:

Rumah Makan adalah setiap isaha komersial yang ruang linglup iegatanmyas
menyediakan hidangan dan minuman di tempat usahanya ;

. Akomodasi adalah jasa sarana wisata yang disediakan secara komersial denzan fastis

sarana dan prasarana lempat untuk menginap dalam kegiatannyva dapat menyediaken
hidangan dan minuman ;

Atraksi Wisata adalah suatu kegiatan daya tarik wisata berupa pertunjukan dapat berupa
kebudayaan, keunikan, kelangkaan dan minuman ,

Linglungan Wisata adalah suatu lingkungan / kawasan dengan luas fertentu vaiz
dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan panwisata dan pengembangan
pariwisala ; l
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana tekmis Dinas Paowisata sehagas unsu
pelaksana Dinas Pariwisata yang melaksanakan sebagian fugas operas: wnal tertent
dnas di lapangan ;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk para pejabal tfungsional

yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tigasnya didasarkan pac. keahhan dan
atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandin sesua bidang tugasiya |
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r. Tugas Pembantuan adalaly tugus |mluk.tmul sotti dalaur inclaksanakan }N’-‘l’llﬁm.hlm/
yang ditugaskan h:pada Pemerintah Daerah oleh Pemerintahi Pusat atau Pemerinth

Daerah Tingkat | dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yng
menugaskannya.

. Usaha Paniwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atiu
mmyadmkan atau mengusahakan obyek dan :iaya tank wisata, usaha sarana panwisita

dan usaha lain vang terkail ;
t Usaha Jasa Pardwisata meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jisa
penyelenggaraan panwisata , '

u Pengusshaan Obyek dan Daya tarik Wisata meliputi kegiatan membangun din
mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperiukan
atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

 BAB.II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Dinas Patiwisata merupakan unsur pelnksmmm Pemenntah Daerah é& bidng
3
(2) Dinas Panwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan
. bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

" Pasal 3

} .7 ks
Dinas Panwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagran, unisan
mumah tangga Daerah dan tugas pmnhmmnm yung dibenkan uleh E\:Jmnnuh Pusat dan
n:nu Pemerintah Daerah Tingkat di bidang paniwisata. .
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Untuk mienyetengparakan mgas pokok: tersebut puda Pusal 3 Perataran Daerah inj
Dimas Pariwsata mempuinvan fanesi

. melaksanakan kebyaksanaan operasional, pembenan buubingan dan pembinaan,
pembenan perijinan sesual kebijaksanaan yang diletapkan oleh Bupat Kepala Daera),
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beilaku . 1

b. memantan dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengap
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurat peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal §

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan pola maksimal.

; Pasal 6

i (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdini dari :
a. Kepala Dinas ,
b. Sub Bagian Tata Usaha ;

“3 - ¢. Seksi Obyek dan Daya Tark Wisata ,

Y ‘d. Seksi Sarana Pariwisata ;
PA- e. Seksi Pemasaran Wisara ;

+ £ Seksi Penyuluhan Wisata

{i g Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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@) Bogan Orgiasi Dinas Parivista” sebogaimanterse i “Lampican yang!.
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inf * ’
i 4 i
/| /
jl o
Bagian Kedva  ~
. / Kepala Dinas
!

Pasal 7

Kepala Dinas mmWhmMmLmtu% pokok dan fungsi sebagaimana tersebut
dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

f i,

Bagian Ketiga'
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha nempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum,
perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaaan dan administrast keuangan

. Pasal 9

Untuk menyelenggaralan tugas tersebul pada Pasal 8 Peraturan Dacrah my, Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungs :
a. melakukan wusan umum, kearsipan, perdengkapan, munah tanggs dan kepegawwan
dinas ;
b. melakukan urusan perencanaan kegiatan Dinas |
¢. melakukan urusan keuangan.
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Pasatr 10

Sub Bagian Tata Usaha terdin dari :
a. Ursan Umum ;
b. Urusan Perencanaan , -
¢, Urusan Keuangan ; 2 TR

Pasal 11

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pengetil
penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mmgmnp\ﬂknn, mmgolah, mengkoordinasi
dan mensistematisasikan rencana kegiatan dinas,

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertangg
Jjawaban kclmngan

Baglan Keempat
Seksl Obyek dan Daya Tarlk Wisata

" omet e,  Paml 12

Seksi Obyek dan Daya Tark Wmata me,mpunym tugas menyiapkan t
pembmna\m pengcmbangnn dan pmnmtauan ubyek dan daya tarik wisata,

Pasal 13

viua urertyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, |
Oh:,rek dan Daya Tank Wisata mempunyai fungsi :

1
a mmympkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi w
rekreasi dan hiburan umum ;
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menyiapkan P&I'I_]murlfdt bidang pengusahaan obyek-wisgta,atrakst wisata; rekreasi dan :

hiburan umum ; )
memantau dan mengevaluast Kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan

huburan umum ;
d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantavan dan

evaluasi kegiatan obyek dan daya tank wisata,

Pasal 14
O Seksi Obyek dan Daya Tark Wisata terdiri dan :

4 Sub Seksi Obyek Wisata ;
b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
¢. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umnum.

Pasal 15

' (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan, bahan laporan dan penjinan serla pemantauan obyek wisata.

(2) Sub Scksi Atraksi Wisala empunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek wisata.

(3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan
menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantanan rekreasi

dan hiburan umum. |

L

Bagian Kellina
Selsi Sarana Pariwisata

Pasal 16

Seksi Sarana Paniwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kegiatan
pembinaan, pengembangan dan pemantanan sarana ckan lingkungan panwisata
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Untuk menyelengganakan tugas pokok tersebit pada Pasal 16 Peraturan Daerab im,
Seksi Sarana Panwisata mempunyat fungsi .

a. menyiapkan bahan pembmaan dan pengernbangan sarana dan lingkungan panwisata ,

b menyiapkan perijman di bidang pengusahaan akomodasi, rumah makan, bar dan ‘
lingkungan wisata ,

¢. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan saran dan
lingkungan panwisata ; .

d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata.

Pasal 18

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari
. »

a.  Sub Seksi Akomodasi ; '
b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar
¢. Sub Seksi Lmgkungan Wisata.

Pasal 19

(1 Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
binaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan akomodasi.

¥ Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun
bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rumah makan dan
bar.

——
- -

) Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
? nemshinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantanan lingkungan wisata,
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Baglan Keenam
Selesl Pemasaran Wisala

Pasal 20

Seksi Pemasaran Wisata mempumyai fugas mentyiapkan bahan pembinaan,
pengembangan, pemantanan pemasaran dan wisala nusantara.

" Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seks:
Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

a.  menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan wisata nusantara

b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantarz ;

c. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantzuan dan
evaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara.

-
- *

Pasal 22
Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :
a  Sub Seksi Promosi ;
b. Sub Seksi Pelayanan Informasi |
¢. Sub Seksi Wisata Nusantara.
Pasal 23

(1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi

(2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun |
~ bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan nfonmasi

'(3) Sub Seksi Wisata Nusantira mempunyai tugas mengumpulian dan menyusun bahan
pembinaan, bahan laporan serta pengembangan wisata mi-antara
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Seksl Peayululinn Wisatla

Iasal 24
Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, ‘
pengembangan dan pemantauan terhadap penyuluhan dan aneka wisata.
Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi
Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penyuluhan aneka wisata
b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan terhadap )
penyuluhan aneka wisata , )

¢. menyusun lapnmnpdaksanaanpﬁnbman. pengembangan, pemantauan dan evaluasi
kegiatan penyuluhan dan aneka wisata.

Pasal 26
Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari: -
a.  Sub Seksi Bimbingan Wisata ; 0

b. Sub Seksi Ketenaga Kerjaan ;
¢. Sub Seksi Aneka Wisata. -

‘- Pasal 27

fl} Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulhan Jan recuynsine bahas
pcmbinaan, bahan laporan serta pemantauan bimbingan wisata.

fl) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
1. pembinaan, bahan laporan serta pemantaian (cnaga kerja panwisata |

|
-
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(3) Suo Seist Ancka Wisata mempunyal fgas menpompulkan dan menyusun balw
pembinaan, bahaen laporan seita pemantauan anek vasata.

Bagian Kedelapan
. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana telnis
operasional Dinas Panwisata,

{2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang beradz di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
| 8 o2 i | Pasal 29

Pada Dinas Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms Dinas, berdasarkan
lmitenia yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian KesembHan
M Kelompok Jabalan Fungsional

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Pungsional di lingkungan Dinas Padwisaf nacenponyas fugas
melakukan kegiatan teknis kepariwisataan di bickuy Leabhan inasing- masing.

(2) Kelompoh Jabatan Fungsional sebagaitnana tersebut pada ayut (1) Pasal un dipunpin
oleh seorang tenaga Fungsional Sentor selalu Ketoa Kelowpok, yang borada & bawah
dan bertangeung jawab langsang Lepada Kopabs Dinas aton melaln Kepela Unit
Peiaksana Tohnis Dinnis ving bersangsubin
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Pasal 31

I(l) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Sub Kelompok sesnai
dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(2) Jumlah tenaga d:ulam jabatan fungsional ditentulan berdasarkan sifat, jeris dan beban
Iqm]:
binaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan

{3)
turan Perundang-undangan yang berlaku, ‘1

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata, Unit Pelaksana Telous Dimas,
Kelompok Jebatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, mtegrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Orgamisasi sesua

dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebljal:sanaan yang ditetapkan cleh
Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas diwajibkan member petunjuk, membina, membimbing dan mengawas
pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksam yang berada dalam hngkungan

Dinasnya.

Pasal 34

Dalain melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Urusan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedungkan Kepala Sub Seksi

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi,
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PENGANGRATAN DALAN JABATAY

I'asal 35

. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di ingkungan Dinas Panwisata
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37
. Dumn&bmmyanhmhﬁwismberdasukm?uam[hmhiﬁ.mﬂa

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il magelang Nomor 3 Talum [987 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38 .

Hal-hal yang belum diatur dalam Perturan Dacwh i, sevniang  indngenal
i pelaksanaannya, akan disti ferscindiv oleli Dupati Kepala Dacrah
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Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

seiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
M .

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal
, DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KABUPATEN DATI Il MAGELANG MAGELANG
KETUA
TITD TrToD
SOEGIHARDIJO KA R DI

DISAHKAN,
Dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah
Nomor : 188.3/414/1996 tanggal 30 Desember 1996
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum, -
ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

NIP. 010 088 157
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Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat [l Magelang
Nomor 6 Tahun 1997 Tanggal 7 Januari 1997
Seri D ; Nomor 6
Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat |
NIP. 500 034 460.
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PENJULASAN

PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG
. ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

L PENJELASAN UMUM.

|

Peraturan Daerah ini merupakan landasan. kerja bagi Dimas Panwisata
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang semula diatur dengan Peraturan Deerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1987 tenfang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pasriwisata Kabupaten Daerah Tingkat [I Magelang
yang mengasu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 363 Tahuun 1977
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Keputusan Gubermur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Parnwisata Kabupaten Deerah
Tingkat I1 Magelang, sebagai tindak lanjut Instruksi Menten Dalam Negen Nomor 23
Tehun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daersh dan mengacu kepada
©  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat 1 dan Dinas Panwisata Dazrah Tingkat

1L

Organisasi Dinss Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang adalsh Pola
Maksimal.

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Dareah i, maka
susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Paniwisata Kabupaten Daerah Tingkat 11
Magelang yang berdasar kepada Peraturan Daerah Tingkat 1 Magelang Nomor 3 Tahun

by 1987 sudah tidak berlaku lagi.

Ty
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11. PENJE PASAL DEMI PASAL.

Pasal ‘1hurufi '  : -'Yang dimaksud dengan minuman adalah minuman yang
umum dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Magelang dan minuman khas setempat di luar
minuman keras.

f

Pasal 2 ¢ - Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah

' " Daerah Tingkat II di bidang Panwisata, artinya yang

| bertanggung jawab dalam tugas penyelenggaraan urusan

! rumah tangpa daerah di bidang kepariwisataan dan tugas

i pembantuan yang diberikan oleh Pemernintah atasan

' dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

9, - Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab
¢ langsung kepada Bupati Kepala Daersh artinya dalam
pelaksanaan tugas kegiatan operasionalnya berdasarkan

arah dan kebijaksanaan yang ditentukan Bupati Kepala

- Daerah dan secara langsung mempertanggung jawabkan

kepada Bupati Kepala Daerah.
‘Pasal 3 . - 'i: Cukipjelas.
Pasal 4 LT qwgy Dalammelaksamka\n mgas Dmas Pariwisata mempunyai

a. 1). Meleksanakan kebijaksanaan operasional yang
meliputi berbagai- aktifitas di bidang kepanwisataan
berdasarkan petunjuk Bupati Kepala Daerah,

2). Pemberian bimbingan l:lan pembmaan berupa :
- Penyuluhan.
. Peningkatan' kemampuan, melalui pendidikan,
kursus, seminar dan sebagainya.
Peningkatan fasilitas panwisata.
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- Pengembangan di bidang kepariwisataan

- Peningkatan mutu dan kelancaran di bidang
kepariwisalaan.

- Peningkatan mutu pelayanan perijinan.

b, Mengadakan perencanaan, pemantauan dan pengendalian
serta pengawasan terhadap bidang kepariwisataan sesuai
dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
maksud agar di dalam pelaksanaannya tidak terjach
penyimpangan-penyimpangan yang neg=tif

Orgdnisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Dasrah Tingkat 11
Magelang termasuk Pola Maksimal yang penetapaannya
berdasarkan kiiteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
Menteri Dalam Negeri.

Cukup jelas.

Pada Dinas Panwisata Daerah Tingkat II dapat dibentuk Unct
Pelaksana Teknis Dinas, yang pembentukan dan perubaban
unsur-unsumya berdasarkan knteria yang ditstapkan oleh
Menteri Dalam Negeni setelah terlebih dahulu berkonsultas:
dengan Gubemnur Kepala Daerah.

Cukup jelas.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah merupakan cin Khusus
dalam struktur organisasi dan tata kegs yang bamu vang
melakukan kegiatan teknis i bidang kepanwisataan yang
sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, sadanghan
jumlahnya tergantung dan sifat, jews dan klasiikasa serta
beban kerja UPTD.

Cubup jelas.

T MR
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